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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan mutasi di Kab. Bolmong Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan 

mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang nomor 43 tahun 

1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-

pokok kepegawaian dalam pasal 17 ayat 2 yang berbunyi: “Pangangkatan pegawai 

Negeri Sipil dalam suau jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme 

sesuai deng kopentensi kerja, dan jenjang pangkat yang di tetapkan untuk jabatan 

itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, 

ras, dan golongan”.  Tapi hal ini justru tidak menjadi dasar pelaksanaan mutasi di 

kabupaten Bolaang Mongondow selatan, dikarenakan pemerintah dalam 

mengeluarkan surat keputusan mutasi masih cenderung melihat latar belakang 

politik seseorang. Mutasi yang dilakukan secara besar-besaran setelah pelantikan 

bupati pada tanggal  18 desember 2010 terhitung sudah 15 kali diadakannya mutasi 

dari tahun 2010-2013. Adapun beberapa hal yang tidak tidak menjadi dasar 

pelaksanan mutasi di kab. Bolaang mongondow selatan yaitu:  

a. Tidak memperhatikan  jenjang pangkat seorang PNS dalam menempatkan 

suatu jabatan, 
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b. Tidak profesionalisme dalam menempatkan seseorang sesuai dengan 

keahliannya  

c. Tidak menggunakan sistem senioritas.  

d. Mutasi yang dilakukan adalah sebagai hukuman bagi pegawai negeri sipil yang 

tidak mendukung, sehingga pemerintah justru tidak memberikan netralisasi 

pegawai terhadap partai politik. 

2. Upya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

terhadap kebijakan mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui pemerataan Pegawai 

Negeri Sipil baik yang fungsional maupun yang struktural kembali di semua dinas-

dinas yang ada di kabupaten. Hal ini dilakukan untuk mengisi kembali kekosongan 

pegawai yang akibat mutasi yang dilakukan pada masa pelantikan. Adanya mutasi 

Pegawai Negeri Sipil pada masa pelantikan Bupati dan wakil Bupati justru 

memberikan masalah baru di pemerintahan yang baru yaitu adanya kekosongan 

jabatan di berbagai dinas dan isntansi pemerintah, sehingga meningkatnya 

kebutuhan akan tenaga pegawai. Pemerataan  tenaga Pegawai merupakan upaya 

pemerintah daerah  dalam mengatasi masalah yang di timbulkan  oleh mutasi pada 

gelombang sebelumnya belum di laksanakan secara profesional. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat 

menguraikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Seharusnya pemerintah harus profesionalisme dalam mengeluarkan kibjakan 

mutasi karena pemrintahan yang baik terbentuk dari sistem dan tenaga pegawai 

yang berkwalitas, bukan dari pengolongan dengan latar belakang politik seseorang. 

2. Seharusnya mutasi pegawai lebih di dasarkan atas jenjang pangkat, keahlian 

seseorang dengan tidak adanya diskriminasi golongan. Sehingga tidaknya 

kecemburuan sosial antar pegawai. 
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